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This study uses the theory of accountability from Syahrudin Rasul, there are 

5 (five) indicators, namely 1. Honesty and Law 2. Managerial 3. Program 4. 
Policy 5. Finance. From the results of the research conducted, it was found 

that the accountability of the village head in road construction in Taja Mulya 

Village was not effective enough because there were still many damaged 

roads and also many roads that had not been cast or were still in dirt. The 
problems in the road construction process are constrained funds for the 

construction and repair of village roads so that road construction carried 

out in villages uses more funds from third parties such as the aspirations of 

the DPRD. The suggestion in this research is that the village government is 
more concerned with and pays more attention to the condition of village 

road construction and prioritizes the construction of damaged roads in 

order to facilitate access to schools and to the gardens where the community 
works. 
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PENDAHULUAN 

Berdasarkan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Pemerintah desa 

pada Pasal 23 Kepala desa berkewajiban terhadap pelaksanaan pemerintahan desa, 

pengembangan desa, Sebagai kepala desa dan bertanggung jawab atas pengelolaan 

dan pembangunan desa, seseorang harus mampu menjalankan tugas yang 

dibebankan kepadanya, termasuk tugas pembangunan multidimensi. Pada dasarnya 

akuntabilitas pemerintah desa terhadap program pembangunan fisik merupakan 

contoh nyata yang langsung terlihat hasilnya. Selain itu, masyarakat juga dapat 

mengetahui secara langsung apakah pelayanan publik terkait program. 
Pembangunan desa adalah keseluruhan susunan serta alur perubahan yang 

dilaksanakan secara teratur serta terancang selama metode pembangunan guna 

meningkatkan kesejahteraan manusia. 

Tujuan pembangunan desa menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 

adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan 

kemiskinan dengan mengembangkan sarana dan  prasarana desa, mengembangkan 

potensi ekonomi lokal dan keterpaduan sumber daya alam, kekeluargaan dan 

gotong royong untuk mencapai arus masuk. Akuntabilitas adalah kewajiban 

pejabat untuk melaporkan kepada warga negara tentang aktivitasnya dan hak publik 

untuk mengambil tindakan terhadap pejabat yang tidak memuaskan warga negara 

dalam menjalankan tugasnya. 

Pada dasarnya akuntabilitas pemerintah desa terhadap program pembangunan 

fisik merupakan contoh nyata yang langsung terlihat hasilnya. Selain itu, 
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masyarakat juga dapat mengetahui secara langsung apakah pelayanan publik terkait 

program yang dilaksanakan oleh pemerintah telah membawa kepuasan bagi 

masyarakat.  Sedangkan akuntabilitas menggambarkan suatu keadaan atau kondisi 

yang dapat dijelaskan. 

Kepala desa bertugas  menyelenggarakan  Pemerintahan  Desa, melaksanakan  

Pembangunan  Desa,  pembinaan  kemasyarakatan  Desa,  dan  pemberdayaan  

masyarakat Desa.    Berdasarkan    undang-undang    tersebut    jelas    diamanatkan    

kepada    kepala    desa untuk menyelenggarakan  pembangunan  Desa.  Tentunya  

dengan  segala  kapasitas  yang  diberikan  kepadanya salah satunya menggunakan 

partisipasi masyarakat. 

Pembangunan infrastruktur  merupakan salah satu strategi guna mencapai 

tujuan nasional. Berbagai rencana pengembangan telah berulang kali menunjukkan 

kekuatan dan kelemahan industri. Ukuran keberhasilan pembangunan suatu negara 

adalah tercapainya tujuan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan per 

kapita, tingkat pengangguran dan kemiskinan, dan neraca pembayaran mengukur 

keberhasilan yang dicapai dalam pembangunan ekonomi. 

 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, tidak 

dikenal dengan populasi dan sampel melainkan dimana metode ini adalah metode 

ilmiah yang sering digunakan oleh sekelompok penelitian dalam bidang ilmu sosial 

maupun ilmu pendidikan. Penelitian berangkat dari kasus keberadaan individu atau 

kelompok dalam situasi sosial tertentu dan hasilnya hanya berlaku pada situasi 

sosial tertentu dan hasilnya hanya berlaku pada situasi sosial itu. Pada kondisi sosial 

atau objek penelitian tersebut peneliti dapat mengamati aktivitas solidaritas 

anggota.     

Unit analisis dalam penelitian ini adalah kepala desa, perangkat desa, dan 

masyarakat. Informan pada penelitian ini yang akan dilaksanakan di Desa Taja 

Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin. 

Tehnik Pengumpulan Data 

Metode berikut digunakan untuk  mengumpulkan data dalam penelitian ini: 

1. Pengamatan 

Metode ini melibatkan mencatat tentang sesuatu yang berkaitan dengan judul 

dan secara langsung mengamati objek tertentu yang menjadi subjek penelitian. 

2. Wawancara 

Mencari informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada responden atau tanya 

jawab untuk mendapat informasi lebih detail tentang hal-hal yang diketahui 

responden. 

3. Dokumentasi 

Melibatkan melihat laporan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang 

berbagai topik terkait penelitian. 

Tehnik Analisis Data 

Analisis data ini merupakan kegiatan yang dilakukan setelah data yang berhasil 

di dapat, kemudian akan diolah sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan yang 

ingin dicapai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana metode ini 

akan menggali lebih dalam terkait permasalahan yang sedang diteliti, menjadikan 
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manusia sebagai mahluk yang memiliki kesadaran dan intensional dalam 

melakukan sesuatu dan melihat sesuatu di balik yang terlihat (Saleh,2017:2) 

Dalam melakukan analisis data, penelitian ini menggunakan tehnik dari Creswell 

(2020:264- 268) yang menjelaskan enam langkah analisis data sebagai berikut: 

1. Pengelolaan data serta penyiapan data untuk analisis, langkah ini memerlukan 

salinan hasil wawancara, penyaringan bahan, penulisan data lapangan, 

pemilihan dan penyusunan data sesuai dengan sifatnya berdasarkan data yang 

diperoleh. 

2. Baca semua informasi, kemudian pikirkan arti dari apa yang dikatakan peserta 

secara keseluruhan dan buat catatan penting tentang gagasan umum yang 

diperoleh. 

3. Pengkodean semua informasi, dimana proses pengkodean adalah 

pengorganisasian atau pengelompokan informasi melalui kumpulan teks. 

4. Terapkan proses pengkodean untuk menentukan antara setting (area), orang 

(peserta), kategori dan topik yang akan ditulis. 

5. Memaknai sebuah data. Bertujuan membantu penulis mengungkapkan esensi 

dari sebuah gagasan. Hal tersebut bisa berupa makna yang muncul dari 

perbandingan antar hasil penelitian dengan informasi yang berkaitan dengan 

literatur dan teori. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas Kepala Desa 

dalam Pembangunan jalan belum cukup baik dan maksimal. Karena hasil 

wawancara yang mendalam dengan melakukan observasi langsung berpedoman 

dengan teori akuntabilitas yaitu indikator program, dan menggunakan teori 

Pembangunan infrastruktur desa dengan indikator perencanaan (2) pelaksanaan (3) 

pengawasan. Program terkait dengan program-program yang akan dilaksanakan 

merupakan program yang bermutu mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi 

dan tujuan organisasi. Organisasi sektor publik harus mempertanggungjawaban 

program yang telah disusun. Perencanaan, dapat diartikan sebagai suatu konsep 

yang direncanakan dan dikoordinasikan secara sistematis oleh suatu instansi 

tertentu untuk mencapai tujuannya. Pelaksanaan, Strategi yang memandang 

masyarakat tidak hanya sebagai target tetapi juga sebagai pelaku yang mampu 

menetapkan tujuan. Pengawasan, proses untuk memastikan bahwa hasil pekerjaan 

dilakukan sesuai dengan rencana, tugas, tujuan, dan kebijakan yang ditetapkan 

tercapai dikenal sebagai pengawasan. 

Indikator Program 

Pada indikator ini peneliti menarik kesimpulan bahwa Kepala Desa dan 

perangkatnya bekerja sama dan menyerahkan seluruh pembangunan jalan desa 

kepada pihak DPRD disebabkan terkendala nya dana untuk pembangunan jalan. 

Gambar 4.1Rancangan Pembangunan Jalan Desa Yang Dibangun Oleh Dana 

Desa 
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Sumber: Kantor Desa Taja Mulya 

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa Pembangunan jalan desa 

tidak menggunakan dana desa. Dan juga yang saya amati pemerintah desa dan 

Kepala Desa juga kurang memerhatikan kondisi dan pembangunan jalan desa dan 

pihak DPRD juga memberikan wewenangnya untuk membangun jalan desa jadi 

pemerintah desa mengambil kesempatan dengan memberikan seluruh 

pembangunan jalan desa melalui rapat reses  setiap enam bulan sekali. 

Dari hasil penelitian dan observasi dengan menggunakan indikator program 

dapat disimpulkan Kepala Desa dan perangkatnya bekerja sama dan menyerahkan 

seluruh pembangunan jalan desa kepada pihak DPRD disebabkan terkendala nya 

dana untuk pembangunan jalan, dan juga yang saya amati pemerintah desa dan 

Kepala Desa juga kurang memerhatikan kondisi dan pembangunan jalan desa dan 

pihak DPRD juga memberikan wewenangnya untuk membangun jalan desa jadi 

pemerintah desa mengambil kesempatan dengan memberikan seluruh 

pembangunan jalan desa melalui rapat reses setiap enam bulan sekali. Dan 

pembangunan fisik seperti plat duiker dan pemeliharaan lainnya dikarenakan 

menurut data dana desa dan rancangan untuk Pembangunan diatas tidak ada 

menggunakan dana desa akan tetapi dari dana pira. 

Perencanaan 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasannya 

pembangunan jalan di Desa Taja Mulya masih belum efektif karena masih 

banyaknya jalan yang belum dibangun dan jalan yang dibangun pun menggunakan 

bahan yang mudah rusak. Dan pemahaman masyarakat tentang perencanaan 

pembangunan jalan kurang paham karena kurangnya edukasi dari perangkat desa 

kepada masyarakat serta pembebasan lahan yang masih jadi permasalahan karena 

kurangnya pengertian dan dana dari pemerintah akan hal itu. Dan juga 

pembangunan jalan di desa tersebut belum efektif karena bahan bangunan yang 

digunakan untuk mengecor jalan terlihat tidak bagus karena jalan yang sudah di cor 

dalam beberapa bulan akan hancur lagi. Jadi jalan yang sudah di cor dan rusak akan 

jadi jalan batu koral sehingga membuat akses jalan jadi sulit. 

Pelaksanaan 

Hasil dari indikator ini kesimpulan peneliti yaitu terkait dengan bagaimana 

perangkat desa menjalankan program- program yang direncanakan dan 

melaksanakan pembangunan sesuai dengan yang direncanakan dan dengan hasil 

wawancara tersebut bahwasannya masih banyaknya jalan desa yang belum layak 

dan masih perlu banyak perbaikan dari pihak desa apalagi kebanyakan jalan yang 

dibangunan di desa ini banyak dibangun oleh aspirasi DPRD. Seharusnya 
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pemerintah desa lebih banyak mengintropeksi dan segera memudahkan akses. 

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastuktur desa sudah menjalankan 

rancangan dan rencana yang telah disusun, dikarenakan untuk mencapai suatu 

tujuan haruslah melaksanakan apa yang telah disusun dan dirancang, jadi 

pelaksanaan pembangunan jalan yang dilakukan sudah diterapkan pada apa yang 

telah dirancang oleh perangkat desa serta tentang perencanaan pembangunan jalan 

yang telah ditentukan seperti lebar jalan yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1.1 Rencana Pembangunan Jalan dan Anggarannya 

No Jenis barang/nama 

barang 

Panjang Lebar Anggaran 

1 Dalam Lingkungan 100 3 100.000.000 

2 Pemda 300-400 4 300.000.000-

400.000.000 

Sumber: Arsip Kantor Desa 

Pengawasan 

Pada inidkator ini peneliti menarik kesimpulan bahwa pengawasan Kepala 

Desa terhadap pembangunan jalan sudah dilakukan sendiri oleh Kepala Desa, 

dilihat dari adanya pembangunan yang dilakukan ataupun adanya gotong royong 

itu dilakukan oleh Kepala Desa langsung. Akan tetapi, setelah pembangunan jalan 

yang dilakukan setelahnya tidak ada pengawasan atau pemeliharaan yang dilakukan 

oleh Kepala Desa dan pemerintah desa. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengawasan 

Kepala Desa terhadap pembangunan jalan sudah efektif dan terlaksana tetapi tidak 

akan pemeliharaan untuk pembangunan jalan yang sudah dilaksanakan. 

 

KESIMPULAN  

Pembangunan di infrastruktur desa dapat di simpulkan akuntabilitas 

Kepala Desa dalam pembangunan jalan Desa Taja Mulya belum efektif karena 

dengan adanya program Reses DPRD yang dilakukan enam bulan sekali untuk 

pembangunan pihak desa memberikan semua pembangunan jalan desa kepada 

pihak DPRD. Sehingga pihak desa hanya mementingkan pembangunan lain seperti 

gedung serbaguna, gedung kesenian, Gedung Olahraga, dan lainnya. Jalan yang 

dibangun oleh aspirasi DPRD juga tidak sepenuhnya baik karena pembangunan 

jalan yang dilakukan oleh pihak DPRD dalam beberapa bulan akan rusak kembali. 

 

SARAN 

Berdasarkan penelitian ini adapaun saran yang diajukan oleh peneliti yaitu 

(1) Pemerintah desa agar lebih meningkatkan upaya mem- pertanggungjawabkan 

akuntabiltas pengelolaan keuangan desa dengan melaksanakan musyawarah 

pertanggungjawaban secara transparansi. (2) Pemerintah desa agar lebih 

mementingkan dan lebih memerhatikan kondisi pembangunan jalan desa serta 

mendahulukan pembangunan jalan yang rusak agar memudahkan akses ke sekolah 

serta ke kebun tempat masyarakat bekerja. (3) Lebih mempertanggungjawabkan 

dana anggaran yang telah diberikan oleh pemerintah untuk pembangunan jalan. (4) 

Mampu mengedukasi masyarakat agar memahami tentang pembangunan jalan 

sehingga masyarakat ikut turut serta dalam pembangunan jalan karena peran 

masyarakat dalam pembangunan jalan juga penting untuk mencapai tujuannya. 
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